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Bab | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan mengenai tujuan necara kita sebagai
berikut :

"Untuk memajukan kesgjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilen sosial”.

Disamping itu dalam penjelasan Undang-undang Dasar'45 ditetapkan pula mengenai sistem pemerintahan
negara kita berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan ini menunjukkan
bahwa Indonesia menjujung tinggi supremasi hukum yang bertujuan mewujudksn kesejahteraan umum agar
teruujud masyarakat adil dan makmur.

Masyarakat sejahtera yang adil dan makmur ingin diwujudkan oleh pendiri negara kita dangan cara antara
lain melalui jalur hukum. Hukum dipakai sebagai sarana untuk pengaturan masyarakat agar tujuan negara
kitatercapai.

Pembentukan hukum itu sendiri merupakan suatu proses yang tidak singkat dan memerlukan pemikiran
yang luas serta mendalam, disamping itu membutuhkan biaya yang mahal.

Hukum dalam tulisan ini yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat maupun
daerah yang sah. Dengan demikian maka peraturan tertulis yang oleh penguasa pusat yang sah dapet disebut
dengan Undang-undang dan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa daerah yang sah disebut dengan
Perda (Peraturan Daerah).

Pengingat proses pembentukan baik Undang-undang mau pun Perda yang tidak singkat, memerlukan
pemikiran yang luas serta mendalam, disamping membutuhkan biaya yang mahal tersebut maka merupakan
dorongan bagi setiap pembentuk Undang-undang maupun Perda agar mempunyai informasi yang luas
mengenai masyarakat serta peraturan itu sendiri.

Karena pada dasarnya setiap peraturan itu bekerjanya di dalam masyarakat melalui orang dan bukan bekerja
dalam ruang yang hampa udara, sedangkan masyarakat atau kelompok orang merupakan subjek nilai dan

mempunyai kepentingan-kepentingan yang menyangkut baik pribadi, kelompok maupun.golongannya.

Oleh karena itu apabila penguasa negara kita baik yang di Pusat maupun di Daerah telah sepakat bahwa
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dengan pembentukan Undang-Undang maupun Perda merupakan suatu usaha yang sadar agar masyarakat
dapat dipengaruhi bergerak kearah yang dikehendakinya maka penting sebagal patokan untuk diperhatikan
mengenai empat prinsip yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :

1. Pembentuk Undang-undang harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang senyatanya.

2. Pembentuk Undang-Undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam, masyarakat yang
berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara-cara yang dilakukan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak
dicapai agar hal-hal ini tepat diperhitungkan dan agar dapat dihormati.

3. Pembentuk Undang-undang harus mengetahui hipotesa yang menjadi dasar Undang-undang yang
bersangkutan dengan perkataan lain mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana
(Undang-undang dan misalnya sanksi yang ada didalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

4. Pembetuk Undang-undang menguji hipotesisini dengan perkataan lain melakukan penelitian tentang
effek dari Undang-undang itu termasuk effek sampingan yang tidak diharapkannya.

Keempat prisip tersebut diatas yang harus mendapat perhatian bagi pembentuk Undang-undang baik yang di
Pusat maupun di Daerah, mengingat Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan
masyarakat yang benar-benar polyvalent artinya bahwa masyarakat Indonesia berlaku sistem nilai yang
berbeda untuk seluruh penduduk di negaraini.

Begitu pula dengan keadaan geoorafi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyababkan sifat
kebhinekaan atau sifat heterogen sehingga menyulitkan pembentuk Undang-undang kerena pada dasarnya
sifat Undang-undang itu umum dan harus dapat berlaku sama terhadap semua warga negara akan tetapi
dengan adanya perbedaan sistem nilai tersebut menyebabkan persepsi terhadap suatu Undang-undang
kemungkinan tidak sama, sehingga pembentuk Undang-undang harus dapat menghindari adanya
deskrepensi (ketidaksesuaian) antara pandangan yang diwujudkan denoan kata-kata dalam Undang-undang
serta pandangan yang hidup dalam mesyerakat. Keadaan ini harus disadari dan diperhitungkan sebelum
Undang-undang terwujud.

Adanya sifat heterogen dan perbedaan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut maka gaya bahasa
yang digunakan oleh pembentuk Undang-undang baik di Pusat maupun di Daerah hendaknya mendapat
perhatian khusus seperti yang dikemukakan oleh Sudarto sebaoai berikut :

1) Gaya bahasanya singkat dan sederhana, kalimat muluk-muluk hanyalah membingungkan belaka.

2) Istilah-istilah yang digtnakan sedapatnya harus absolut dan tidak relatif, sehingga memberi sedikit
kemungkinan untuk perbedaan pandangan.

3) Undang-undang harus membatasi diri pada hal-hal yang nyata dan menghindarkan kiasan-kiasan dan hal -
hal hipotetis.

4) Undang-undang tidak boleh.jlimet, sebab ia diperuntukkan orang-orang yang daya tangkapnya biasa, ia
harus bisa dipahami oleh orang pada umumnya.

5) latidak boleh mengaburkan masalah pokoknya denoan adanya pengecualian, pembatasan, atau perubahan
kecuali apabila hal memang benar-benar diperlukan.

6) latidak boleh terlalu banyak memberi alasan, adalah berbahaya untuk memberi alasan-alasan yang...



